BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan
daerah dibidang pembangunan agar pelaksanaan
pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan
terarah maka diperlukan rencana pembangunan jangka
panjang daerah sebagai visi, misi, arah kebijakan dan
sasaran pokok serta prioritas pembangunan daerah
sebagai pedoman menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan daerah secara menyeluruh;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perlu menetapkan Qanun
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Qanun
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 12);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Qanu)n Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-
2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8 Tambaran
Lembaran Aceh Nomor 151);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
Nomor 285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan

dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG RENCANA PEMBAN GUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-
2045.

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil.

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan yang pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang
dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka
mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
dokumen perencanaan perencanaan jangka Panjang
Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 2025-
2045.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima)
tahunnan, yaitu RPJMD ke-1 Tahun 2025-2029, RPJMD
ke-2 Tahun 2030-2034, RPJMD ke-3 Tahun 2035-2039,
RPJMD ke-4 Tahun 2040-2045.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan
pembangunnan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2
Rencana Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045
dilaksanakan sesuai RPJPD.
Rincian RPJPD dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
RPJPD dimaksud ayat (2) menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program
Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
RPJMD dimaksud ayat (3) dijadikan pedoman dalam
penyusunan RKPD.

Pasal 3

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan
dan untuk menghindarkan kekosongan rencana
pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada
tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun
RKPK untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati
berikutnya.

RKPK dimaksud ayat (1), digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati
berikutnya.

Pasal 4

RPJPD disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi

Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-

2045.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua

puluh) tahunan yang memuat visi, misi dan arah

pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045.

RPJPD berfungsi:

a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah
Daerah dan DPRK dalam menentukan sasaran dan
arah kebijakan prioritas program dan kegiatan yang
akan dituangkan dalam RPJMD.

b. Sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan
daerah, swasta dan masyarakat, serta pemangku

kepentingan pembangunan dalam menentukan arah
pembangunan daerah.
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Pasal 5
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RJPD.
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan/peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

A.BABI : PENDAHULUAN

B.BABIl : GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL
C.BABIII :PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KABUPATEN ACEH SINGKIL

D.BAB IV : VISI DAN MISI KABUPATEN ACEH

SINGKIL 2025-2045

E.BABV : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

DAERAH

F.BAB VI :PENUTUP

Pasal 7

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

(2)

Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil Tahun 2023-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
Nomor 579) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.
Apabila terdapat perbedaan ketentuan yang diatur dalam
Qanun ini dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor
11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Kabupaten (RPK) Aceh Singkil Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mengacu
pada ketentuan yang diatur dalam ganun ini.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 30 Desember 2025

‘ aja
BUPATI ACEH SINGKIL,

L]

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 30 Desember 2025
10 Rajab 1447 H

Pj. SEKRETARI§ DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Y WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 306

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH :(8/164/2025)




